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Judul Skripsi:

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLE AYAH TIRI

(Studi Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)

1. Bagaimana apa ada prosedur penanganan awal yang dilakukan
Polres Tebing Tinggi saat menerima laporan pencabulan terhadap
anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab : prosedur penanganan awal pada saat laporan tersebut
adalah kita akan melakukan introgasi untuk mengetahui
bagaimana kejadian peristiwanya dan kita akan mencatat
siapa saksi-saksi yang mengetahui atau pihak pada
peristiva tersebut dan kita juga akan membuatkan
pengantar visum kerumah sakit dengan maksud atau
tujuan supaya bukti dampak pencabulan tersebut dapat
tercatat oleh dokter. Dalam wawancarai dengan Polres
tebing tinggi. Ada menjadi prosedur dalam penanganan
kasus pencabulan terhadap anak dengan melalui introgasi
guna mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi serta
korban akan dimintakan surat visum sebagai bukti tanda
terjadinya ada tindakan pencabulan tersebut.

2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Polres Tebing Tinggi



dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak

yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab : Pada awalnya kita pasti akan tetap memberikan saran-
saran terbaik yaitu contohnya mengarahkan apakah tidak
ada lagi upaya mediasi menimbang masalah pencabulan
anak dalam keluarga dalam hal ini kita akan melibatkan
pihak desa, atau bagian Bhabinkamtibnas dalam upaya
mediasi tersebut. Namun apabila itu tidak tercapai atau
tidak ada langkah-langkah tersebut tidak dapat dapat
kesepakatan kita tetap akan terima juga penanganan
umum dan Pihak Polres juga akan melakukan
penyelidikan jika mediasi ini gagal, jika bukti dan
keterangan saksi sudah menguatkan fakta-fakta yang
terjadi maka kita bisa melakukan penahanan kepada
pelaku demi menjamin kepastian hukum serta memberi
perlindungan kepada korban.

3. peran polres tebing tinggi dalam tindak pidana pencabulan
terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab: Peran Polres Tebing Tinggi dalam penanganan kasus
terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah tiri
nya sendiri. Peran nya itu adalah menyelesaikan suatu
perkara yang dimaksud terhadap laporan yang telah
dilaporkan oleh pelapor sendiri hingga tuntas sampai ke
pengandilan sehingga korban mendapat kepastian hukum
dan pelapor juga menerima apa yang telah dilakukan nya
sesuai dengan ancaman hukuman yang telah ditetapkan
oleh undang — undang hingga kasus itu selesai dan

putusan itu dikatalan sudah inkrah di pengadilan.



4. Apa saja Hambatan Polres Tebing Tinggi yang terjadi pada saat
menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang
dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab : 1. Korban Takut atau Enggan Bercerita Salah satu
hambatan utama adalah korban sulit bercerita. Anak
sering kali merasa takut, tertekan, atau bahkan
merasa bersalah karena pelaku adalah orang dekat,
seperti ayah tiri. Ini membuat proses pengumpulan
keterangan menjadi lebih lambat dan sensitif,
2.Kurangnya Bukti Dalam beberapa kasus, kejadian
sudah lama terjadi atau tidak ada saksi. Jadi, kita
hanya mengandalkan pengakuan korban dan hasil
visum, yang kadang sudah tidak relevan jika
dilaporkan terlambat.”

3. Intervensi dari Keluarga Kadang keluarga pelaku atau
bahkan ibu kandung korban justru tidak mendukung
proses hukum, karena alasan malu atau tekanan
ekonomi dan juga takut dianggap aib oleh
keluarganya. Ini menyulitkan karena korban bisa
ditekan agar mencabut laporan.

4. Stigma Sosial Korban dan keluarganya seringkali
menjadi bahan gosip atau dikucilkan di lingkungan
masyarakat. Ini membuat keluarga memilih
menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan
tidak melanjutkan ke ranah hukum.

5. Proses Hukum yang Lama Proses penyidikan,
pelimpahan ke kejaksaan, dan persidangan kadang
memakan waktu yang panjang. Ini melelahkan korban,
apalagi jika anak masih harus bersekolah dan

mengalami trauma.”



5. Bagaimana Upaya polres tebing tinggi dalam menangani tindak

pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab :

1. Penerimaan dan Penanganan Laporan Cepat

Polres menerima laporan dari korban, keluarga, atau
masyarakat dengan segera, kemudian
menindaklanjuti dengan proses penyelidikan tanpa
menunda waktu.

Penyelidikan dan Penyidikan Profesional

Melakukan pemeriksaan saksi, korban, serta
mengumpulkan alat bukti (visum et repertum,
keterangan ahli, dan bukti lainnya) untuk memastikan

proses hukum berjalan sesuai prosedur.

Koordinasi dengan Unit PPA (Perlindungan

Perempuan dan Anak)

Unit PPA

Polres Tebing Tinggi berperan khusus dalam
memberikan perlindungan kepada korban anak,
termasuk pendampingan psikologis dan hukum

selama proses pemeriksaan.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait



Bekerja sama dengan Dinas Sosial, Lembaga
Perlindungan Anak, serta tenaga medis dan psikolog
untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikis korban.
5. Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan
Menetapkan tersangka, menahan, serta melimpahkan
perkara ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan.
Selain itu, Polres juga melakukan sosialisasi dan
penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai
langkah pencegahan agar kasus serupa tidak

terulang.

6. Bagaimana prosedur Hukum yang dijalankan Polres Tebing

Tinggi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak, terutama

jika pelaku adalah orangtua tiri?

Jawab :

Prosedur hukum yang dijalankan Polres Tebing Tinggi
terhadap pelaku pencabulan anak oleh orangtua tiri tetap
mengacu pada ketentuan KUHP serta Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kedudukan pelaku sebagai orangtua tiri tidak mengurangi
pertanggungjawaban pidana, karena setiap bentuk
pencabulan terhadap anak adalah tindak pidana serius
yang wajib diproses secara hukum. Tahapan prosedural
meliputi penerimaan laporan di SPKT, pemeriksaan

korban dan saksi, pengumpulan barang bukti termasuk



visum et repertum, penetapan pelaku sebagai tersangka,
hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Dasar
hukum yang digunakan antara lain Pasal 76D jo. Pasal 82
ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa
setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
dan paling lama 15 tahun.

7. Bagaimana Polres Tebing Tinggi dapat menjelaskan dalam kasus
Tindak Pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh
ayah tiri, polres Tebing Tinggi memberikan pendampingan hukum
dan psikologis bagi anak korban pencabulan?

Jawab Polres Tebing Tinggi melalui Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan
hukum dan psikologis kepada korban secara terpadu.
Pendampingan hukum dilakukan sejak tahap penyidikan
dengan menghadirkan pihak Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun
lembaga bantuan hukum agar hak-hak anak terlindungi
sepanjang proses hukum berjalan. Selain itu, Polres juga
bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan Dinas
Sosial untuk memberikan rehabilitasi psikologis. Hal ini
sejalan dengan amanat Pasal 64 UU Perlindungan Anak,

yang mengatur bahwa anak korban berhak memperoleh



rehabilitasi sosial, perlindungan, dan pendampingan
selama proses peradilan pidana berlangsung. Dengan
demikian, aspek hukum dan psikologis berjalan beriringan

guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
8. Apakah ada kerja sama antara Polres Tebing Tinggi dengan

lembaga lain, seperti Dinas Perlindungan Anak?

Jawab : Ya, Polres Tebing Tinggi menjalin kerja sama lintas sektor
dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Perlindungan
Anak, Dinas Sosial, P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) daerah, serta LSM yang fokus pada
perlindungan anak. Bentuk kerja sama ini mencakup
layanan konseling, pemulihan trauma, bantuan hukum,
hingga penyediaan rumah amanpabila  korban
membutuhkan perlindungan khusus. Kolaborasi lintas
lembaga ini dilakukan untuk memastikan bahwa
penanganan kasus pencabulan tidak hanya berhenti pada
penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup
pemulihan jangka panjang bagi anak korban,
sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan
Anak mengenai kewajiban negara, pemerintah, dan aparat
penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus

bagi anak korban kejahatan seksual.



9. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam

proses penegakan hukum?

Jawab

‘Hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti

minimnya keberanian korban untuk bersaksi, keterbatasan
alat bukti, adanya tekanan dari keluarga, serta trauma
yang dialami korban, dapat diatasi melalui beberapa
langkah strategis. Pertama, meningkatkan pendekatan
ramah anak dalam proses penyidikan agar korban merasa
aman dan tidak tertekan. Kedua, memperkuat koordinasi
dengan P2TP2A, Dinas Sosial, dan lembaga terkait untuk
memberikan dukungan hukum maupun psikologis. Ketiga,
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya melaporkan tindak pencabulan anak guna
mengurangi budaya diam (silent culture). Keempat,
meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui
pelatihan khusus penanganan kasus anak. Upaya ini
sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the
best interest of the child) sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 3 UU Perlindungan Anak. Dengan demikian,
hambatan dalam proses penegakan hukum dapat
diminimalisasi dan keadilan bagi anak korban dapat lebih

optimal terwujud.
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